
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Ardhinur Bestari                             1 

 

Akhiri Tahun 2021 BIN Kalsel Selesaikan Target Vaksinasi 52.820 Dosis 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalselpos.com/2021/12/30/akhiri-tahun-2021-bin-kalsel-selesaikan-target-vaksinasi-52-

820-dosis/ 
 

Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga akhir 

Desember terus menggelar kegiatan vaksinasi. Dengan menyasar kelompok prioritas, 

seperti, masyarakat Lanjut Usia (Lansia), Pelajar dan para Santri. Salah satunya adalah di 

Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan jumlah sasaran mencapai hingga 5.000 orang 

atau dosis. 

Kepala BIN Daerah Kalsel, Brigjen Pol. Dr. Heri Armanto S, S.H., M.Si. kepada 

kalselpos.com Kamis (30/12/21) melalui pesan singkatnya mengatakan, BIN Daerah 

Kalsel berkomitmen melakukan kolaborasi petahelix bersama pemangku kepentingan 

lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Tujuannya supaya dapat menjangkau para 

masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19. 

“BIN Daerah Kalsel terus berkolaborasi dengan unsur pemerintah daerah, aparat 

keamanan dari TNI dan Polri, pihak swasta, hingga komunitas masyarakat dan media,” 

ungkap Jenderal Bintang Satu ini. Lebih lanjut lagi, kerjasama atau kolaborasi ini baik 

dalam hal penyediaan vaksin, tenaga kesehatan hingga sosialisasi dan mobilisasi 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan agar vaksinasi ini berjalan optimal. 

Dia menambahkan, dengan masifnya penyelenggaraan vaksinasi ini, diharapkan, 

agar antusiasme masyarakat untuk bisa menerima vaksin lebih meningkat, sehingga target 

pemerintah bisa tercapai terkait dengan vaksinasi hingga akhir Tahun 2021.  

Pada sumber yang berbeda disampaikan, bahwa 64 kabupaten/kota di luar Jawa-

Bali  menerapkan PPKM Level 3. Penerapan itu didasarkan Instruksi Mendagri Nomor 

65 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, Level 1 di Luar Jawa Bali. Daerah 

tersebut tersebar di beberapa provinsi. Antara lain, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra 

https://kalselpos.com/2021/12/30/akhiri-tahun-2021-bin-kalsel-selesaikan-target-vaksinasi-52-820-dosis/
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Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Inmendagri Nomor 65 Tahun 2021, 

penetapan PPKM Level 3 ini diikuti dengan pengetatan kegiatan maupun mobilitas 

masyarakat. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalselpos.com/2021/12/30/akhiri-tahun-2021-bin-kalsel-selesaikan-target-

vaksinasi-52-820-dosis/, Akhiri Tahun 2021 BIN Kalsel Selesaikan Target Vaksinasi 

52.820 Dosis, 30 Desember 2021 

2. https://www.republika.co.id/berita/r3qszf436/64-kabupatenkota-luar-jawabali-

terapkan-ppkm-level-3, 64 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 

3, Selasa, 7 Desember 2021 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut. 

a. Pasal 152 ayat (1); Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 

jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 

menular serta akibat yang ditimbulkannya.  

b. Pasal 152 ayat (2); Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi 

masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat 

dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi 

akibat penyakit menular. 

c. Pasal 152 ayat (3); Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.  

d. Pasal 152 ayat (4); Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber 

penularan lainnya. 

e. Pasal 152 ayat (5); Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan harus berbasis wilayah. Pasal 152 ayat (6) Pelaksanaan upaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor. 

f. Pasal 152 ayat (7); Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. 

https://kalselpos.com/2021/12/30/akhiri-tahun-2021-bin-kalsel-selesaikan-target-vaksinasi-52-820-dosis/
https://kalselpos.com/2021/12/30/akhiri-tahun-2021-bin-kalsel-selesaikan-target-vaksinasi-52-820-dosis/
https://www.republika.co.id/berita/r3qszf436/64-kabupatenkota-luar-jawabali-terapkan-ppkm-level-3
https://www.republika.co.id/berita/r3qszf436/64-kabupatenkota-luar-jawabali-terapkan-ppkm-level-3
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g. Pasal 152 ayat (8); Upaya (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, 

bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya 

pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. 

i. Pasal 154 ayat (1), Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan 

jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 

waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber 

penularan. 

j. Pasal 154 ayat (2); Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

k. Pasal 154 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara 

lain. 

l. Pasal 154 ayat (4); Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 

karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

m. Pasal 155 ayat (1); Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau 

menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 

menjadi sumber penularan. 

n. Pasal 155 ayat (2); Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

o. Pasal 155 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat. 

p. Pasal 155 ayat (4); Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang 

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

q. Pasal 155 ayat (5); Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan 

jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 

waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang 

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

r. Pasal 156 ayat (1); Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 

(1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa (KLB). 
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s. Pasal 156 ayat (2); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya. 

t. Pasal 156 ayat (3); Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 

upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

u. Pasal 156 ayat (4); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

v. Pasal 157 ayat (1); Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh 

masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

w. Pasal 157 ayat (2); Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga 

kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai 

berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain. 

x. Pasal 157 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan 

ketentuan diantaranya sebagai berikut. 

a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID 

Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah 

tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi 

Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVJD-19). 

b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong 

pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro 

kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial. 

c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas. 

d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar 

Rp5. 000. 000. 000. 000,00 (lima triliun rupiah). 
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e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) 

periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rpl.918.000.000.000,00 (satu triliun 

sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. 

periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling 

lambat bulan Oktober 2020. 

f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode 

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. 

Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun 

Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam 

rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau 

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. 

Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan 

untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l 9) 

dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi 

kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. 

zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah 

provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan 

rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus 

Disease 2019 (COVJD-19). 

g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan.  

h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas 

Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l 9) yang 

disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  

i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f 

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan.  

j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.  

k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020. 

l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah 
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pemenang lomba 1novasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja 

Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-

19). 

m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam 

tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang 

dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru 

produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 

dan c. juara III (tiga) sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja. 

p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk 

zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan 

zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan 

zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam 

jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah 

kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam 

jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi. 

q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu 

kelayakan Daerah penerima DID Tambahan. 

r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 

Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) 

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan 

b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan 

untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi 

kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  
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s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota 

dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota 

yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari 

zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu. 

t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi 

dalam kurun waktu tertentu. 

u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah 

kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu. 

v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di 

masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah. 

w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperingkatkan dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 

(seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 

(sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 

(tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -

60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima 

puluh) berperingkat kurang (E). 

x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. 

memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. 

paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3). 

y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan h uruf b dihitung berdasarkan 

nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel 

dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan 

per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). 
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z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 

aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. 

format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan 

mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

 

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) 

Definisi umum mengenai vaksin covid 19 

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan 

tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu 

tersebut.1 

2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin 

tersebut berisi satu atau lebih antigen.  Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, 

sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. 2 

3. Beberapa jenis Vaksin covid 19 3 

a. Vaksin corona dari Sinovac 

b. Vaksin corona dari Sinopharm  

c. Vaksin corona dari Cansino 

d. Vaksin corona dari AstraZeneca  

e. Vaksin corona dari Genexine 

4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 

meliputi: 4 

a. pengadaan Vaksin COVID-19;  

b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;  

                                                           
1 https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all 
2 ibid 
3 https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-
penerimanya 
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2) 
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c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-

19; dan  

d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: 5 

a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang 

diperlukan; dan  

Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 

paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, 

sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik 

(genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan 

cairan antiseptik berbahan dasar alkohol 

b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan.  

6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilakukan melalui:6 

a. penugasan kepada badan usaha milik negara;  

Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. 

Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan 

PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma 

Tbk.7 

b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau  

c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. 

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk 

penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk 

Vaksinasi COVID-19. 

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan 

lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama 

penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19.  Lembaga/badan 

internasional meliputi:  

1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);  

2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau  

3) lembaga/badan internasional lainnya.  

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional.8 

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan 

memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga 
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pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan 

sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin 

COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak 

ada konflik kepentingan.9 

8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: 10 

a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku 

vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta 

peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan 

b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin 

COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: 11 

a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;  

b. prioritas wilayah penerima vaksin;  

c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan  

d. standar pelayanan vaksinasi.  

10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 

oleh Pemerintah bersumber pada: 12 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau  

Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak 

tahun jamak. 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan 

perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.13 
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